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MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah
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RINGKASAN

ST Miftah Rezgiyah Pratiwi, 2020. Pengaruh Related Party Transaction (RPT)
dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance Dengan Firm Size Sebagai
Variabel Moderating (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). Nurlita Sukma A, SE., MA. 165 hal +
XVi

Penelitian ini- bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti
empiris tentang pengaruh RPT-receivable, RPT-liabilities dan thin capitalization
terhadap penghindaran  pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel
moderasi. Transaksi pihak berelasi yang memiliki hubungan istimewa merupakan
salah satu strategi dalam penghindaran pajak untuk meminimalkan besarnya pajak
yang terutang oleh perusahaan. Untuk mengetahui seberapa besar penghematan
pajak akibat adanyaa transaksi dengan pihak berelasi, maka dapat dihitung dengan
tarif pajak efektif (Effective Tax Rate-ETR). Transaksi pihak berelasi yang
memiliki hubungan istimewa dapat menimbulkan masalah jika transaksi tersebut
dilakukan diluar harga pasar atau harga wajar. Hal tersebut akan merugikan bagi
pihak pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara. Thin
capitalization merupakan strategi perusahaan dalam melakukan pembiayaan anak
perusahaannya melalui utang. Hal ini menciptakan suatu rasio yang tidak wajak
antara utang dan modal perusahaan sehingga menyebabkan hilangnya pemasukan
negara. Oleh karena itu, melalui pendekatan harga pasar yang wajar serta rasio
utang dan modal melalui Debt to Equity Ratio (DER), praktik ini akan ditangani.
Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset. Sampel
penelitian ini adalah perusahaan sekotor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) selama periode 2016-2019. Jumlah perusahaan manufaktur dalam
penelitian ini adalah 20 perusahaan dengan pengamatan selama 4 tahun yang
diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Hipotesis dalam
penelitian ini diuji dengan model regresi berganda dan analisis regresi dimoderasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RPT-receivable tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan RPT-liabilities dan thin
capitalization memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Di sisi
lain, firm size memoderasi hubungan antara semua proxy variabel independen
terhadap dependen.

Kata kunci : transaksi pihak berelasi hutang, transaksi pihak berelasi piutang,
transfer pricing, thin capitalization, penghindaran pajak dan ukuran perusahaan.



L]
oI

b.ac

.

repository.u

IVERSITAS

UN

<
<
s
:

SUMMARY

ST Miftah Rezqgiyah Pratiwi, 2020. The Effect of Related Party Transaction
(RPT) and Thin Capitalization on Tax Avoidance with Firm Size as a
Moderating Variable (Study of Manufacturing Companies Listed on the
Indonesia Stock Exchange in 2016-2019). Nurlita Sukma A, SE., MA. 165 page
+ Xvi

This research aims to analyze and get empirical evidence about the effect
of related party transaction receivable, related party transaction liabilities and
thin capitalization with firm size as moderating variable. Related party
transactions is one of the strategies to minimize tax evasion in the amount of tax
paid by the company. To find out how much tax savings as a result adanyaa
related party transactions, it can be calculated by the effective tax rate (Effective
Tax Rate-ETR). Related party transactions may cause problems if the transaction
is carried out outside the market price or the price is reasonable. It would be
detrimental to bag the government because of the reduced state revenues. Thin
capitalization is acompany strategy for funding its subsidiary company through
debt financing. It would creates an unnatural ratio between debt and capital
companies, causing the loss off state revenue. Therefore, through the approach of
the fair market value and the Debt to Equity Ratio, this practice will be handled.
Sample of this research were manufacturing industry companies which were listed
in Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2016-2019 period. The number of
manufacturing companies in this study were 20 companies with 4 vyears
observation that acquired by using purposive sampling method. Hypothesis in this
research were tested by multiple regression model and moderated regression
analysis. The results of this study showed that the RPT-receivable does not have a
significant effect on tax -avoidance. Whereas RPT-liabilities and thin
capitalization have a significant effect on tax avoidance. On the other hand, firm
size moderates the relationship between all proxy variables independent of the
dependent.

Keywords : debt related party transactions, receivable related party transactions,
transfer pricing, thin capitalization, tax avoidance and firm size.

Vi
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Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan  semakin
terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi
perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka. Perkembangan ini
memberikan dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau
cross border transaction. Perusahaan tidak hanya membatasi kegiatan usaha
di negaranya sendiri, tetapi memperluas kegiatan usaha di negara lain dan
menjadi  perusahaan ~ multinasional.  Dalam lingkungan perusahaan
multinasional terjadi berbagai transaksi antar anggota yang meliputi
penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya,
penyediaan pinjaman dan lain sebagainya (Mangoting, 2000). Perusahaan-
perusahaan tersebut akan membentuk holding company untuk
mengkoordinasikan bisnis mereka.

Dalam kegiatan perusahaan tersebut, Gusnardi (2009) berpendapat bahwa
biasanya sebagian besar aktivitas bisnis terjadi diantara mereka sendiri yaitu
dalam menentukan harga biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan harga
transfer (transfer pricing) yang ditentukan oleh holding company yang
nantinya dapat sama atau tidak sama dengan harga pasar. Transfer pricing
yang dilakukan oleh holding company akan menyebabkan masalah bagi
perusahaan, namun juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan yang ingin

memperoleh laba lebih tinggi. Dalam pandangan pajak atau fiskal, transfer




pricing merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk
menghindari pajak (tax avoidance) dengan cara memperkecil penghasilan

kena pajak dan mentransfer pendapatan ke tempat lain yang pengenaan tarif
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pajaknya lebih rendah atau tax heaven country (Mangoting, 2000).

Masalah yang timbul akibat adanya transfer pricing adalah transaksi
dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau Related Party
Transaction (RPT) (Gunadi, 2013 :2). Dengan melakukan transaksi RPT
sebagai strategi penghindaran pajak, maka dapat menghemat pajak yang
harus dibayarkan oleh perusahaan. Transaksi RPT itu sendiri merupakan
transaksi yang terjadi antara pihak-pihak dalam wilayah suatu negara
(domestic transaction) atau melewati lintas batas negara (cross border
transaction) yang dimana perusahaan tersebut memiliki -hubungan
kepemilikan, perorangan sebagai pemilik atau karyawan yang mempunyai
pengaruh signifikan, perusahaan yang dimiliki secara substansial oleh
perorangan tersebut, dan anggota keluarga dekat.

Claessenes (2002) dalam Belinda (2016) menyatakan bahwa RPT
merupakan salah satu strategi penghindaran pajak yang banyak dilakukan di
Indonesia karena perusahaan di Indonesia rata-rata adalah perusahaan milik
keluarga. Dengan melakukan RPT sebagai strategi penghindaran pajak, maka
dapat menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan. Penghindaran pajak
(tax avoidance) sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax planning).

Keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk meminimalkan
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beban pajak terutang tanpa melawan ketentuan perpajakan. Suatu
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penghindaran pajak dikatakan ilegal apabila transaksi dilakukan semata-mata
untuk tujuan penghindaran pajak dan transaksi tersebut tidak mempunyai
tujuan usaha yang baik (bonafide business purpose).

Praktik tax avoidance beberapa kali terjadi pada perusahaan
multinasional maupun nasional misalnya kasus penghindaran pajak yang
dilakukan Google LLC. Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional
Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk Internet. Lebih
dari 70 persen permintaan pencarian online di seluruh dunia ditangani oleh
Google LLC, hal ini dikarenakan Google LLC menjadi teknologi pencarian
pertama diseluruh dunia. (William L. Hosch, 2008). Taktik yang
dilakukannya dengan cara merekayasa laporan keuangan sehingga hampir
semua hasil operasi bisnis di luar AS dicatatkan lewat anak perusahaan yang
berbasis di Irlandia. Disisi lain, otoritas Irlandia mengategorikan semua
perusahaan yang beroperasi di luar negaranya tidak wajib membayar pajak
sepanjang tidak beroperasi di Irlandia. Dengan demikian, perusahaan itu tidak
dikenakan pajak (Cahyadi, 2019).

Maraknya aktivitas tax avoidance yang dilakukan perusahaan di
Indonesia juga menjadi fenomena tax avoidance dalam lingkup nasional.
Salah satu kasus yang dilakukan PT Asian Agri Grup dengan cara menjual
produk minyak sawit mentah (Crude Oalm Oil) keluaran PT Asian Agri Grup
ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar untuk
kemudian dijual kembali ke pembeli rill dengan harga tinggi. Dengan

demikian, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya
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perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT Asian Agri
Grup sebagian adalah perusahaan fiktif. PT Asian Grup juga disebutkan telah
memanipulasi isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak selama tiga tahun.
Perusahaan ini menggelembungkan biaya, memperbesar kerugian transaksi
ekspor, dan mengecilkan hasil penjualan dengan total Rp. 2.6 triliun
(Sindonews.com).

Kasus praktik tax avoidance lainnya yang dilakukan oleh perusahaan
Indonesia yaitu, Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI). Laba
perusahaan TMMI yang tiba-tiba menurun, namun hasil penjualan yang
selalu mengalami peningkatan membuat Direktorat Jenderal Pajak curiga
bahwa TMMI berusaha untuk melakukan tax avoidance. Penurunan laba ini
terjadi setelah 95% saham TMMI dimiliki oleh Toyota Motor Coorporation
Jepang yang semula pemegang saham pengendali TMMI adalah PT Astra
Indonesia Thk. Kecurigaan DJP terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan
surat pemberitahuan tahunan (SPT) TMMI pada tahun 2005. Pemeriksaan
pajak menemukan bahwa harga jual dalam transaksi penjualan yang
dilakukan TMMI lebih rendah dari harga pokok produksinya dan transaksi
tersebut diketahui dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa
(Sugiharto, 2014)

Secara umum tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) dianggap
sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan loopholes
(celah-celah) yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (lawfull)

(Dharma, 2016). Dengan melakukan praktik tax avoidance maka perusahaan



dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Namun dari sudut pandang
kebijakan pajak, pembiaran terhadap penghindaran pajak dapat

mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem
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perpajakan (Wijaya, 2014).

Kasus praktik tax avoidance tersebut menunjukkan bahwa perusahaan
meminimalkan beban pajak dengan melakukan transaksi hubungan istimewa
atau Related Party Transaction (RPT). RPT tidak akan memiliki pengaruh
pada penerimaan pajak jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang berada
dalam satu negara, namun akan berpengaruh jika transaksi dilakukan oleh
pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda, karena setiap negara
memiliki kebijakan pajak yang berbeda mengenai tarif pajaknya (Zubaidah,
2018). Hal yang sama pernah dikatakan oleh Santoso (2004) bahwa dari
perspektif pemerintahan, penyebab pemerintah kehilangan potensi dalam
memungut pajak adalah penentuan harga atas transaksi hubungan istimewa
dengan melakukan transfer pricing ke negara dengan tarif pajak yang rendah,
karena perusahaan yang memiliki hubungan istimewa terutama perusahaan
multinasional akan mengalihkan keuntungannya dari negara-negara yang
memungut pajak dengan tarif yang tinggi (high tax countries) ke negara-
negara yang memungut pajak dengan tarif yang lebih rendah (low tax
countries).

Pada dasarnya penghindaran pajak adalah legal, selama tidak melanggar

peraturan yang berlaku. Akan tetapi, aktivitas penghindaran pajak yang di
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untuk negara, yang selanjutnya pendapatan tersebut akan digunakan untuk
pembiayaan kegiatan pemerintah. Menurut Mulyani  dkk. (2014)

Penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan
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celah dari Undang-Undang Perpajakan untuk meminimalkan beban pajak
penghasilan yang seharusnya dibayar. Pajak memperbolehkan penghindaran
pajak asal masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (Suandy, 2016 :9).

Berbagai cara dan strategi yang dilakukan untuk menghindari pajak pada
umumnya digunakan untuk menutupi kebenaran demi meminimalkan pajak
terutang. Menurut Suryana (2013) praktik penghindaran pajak dapat
dilakukan dengan berbagai cara, misalnya (1) Franchisor yaitu dengan
membuat laporan keuangan seolah rugi; (2) Modus pembelian bahan baku
dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga
mahal dari perusahaan se-grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah;
(3) Berutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk; (4)
Menggeser biaya usaha (termasuk gaji pegawai headquarters) ke negara
bertarif rendah (profit center). Dengan demikian keuntungan perusahaan
terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi; (5) Menarik dividen
lebih besar dengan menyamarkan biaya royalti dan jasa manajemen untuk
menghindari pajak korporasi; (6) Mengecilkan omzet penjualan. Perusahaan
menjual rugi barang ke cabang perusahaan di negara bertarif rendah (tax
heaven country), sehingga penjualan ekspor terlihat merugi. Kemudian dari

cabang tersebut, barang dijual dengan harga normal ke konsumen akhir.
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Perusahaan juga dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara lain
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salah satunya dengan melakukan skema Thin Capitalization yakni dengan
membuat komposisi utang jauh melebihi modal. Thin Capitalization adalah

suatu skema pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi
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kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil (Taylor dan Richard,
2012). Skema ini muncul akibat adanya aturan dalam ketentuan perpajakan
yang membedakan antara perlakuan bunga sebagai pengembalian keuntungan
(return) atas utang dengan deviden sebagai pengembalian keuntungan atas
investasi saham. Untuk kepentingan perhitungan pajak, pembayaran bunga
merupakan biaya dapat dikurangkan (deductible expense), sedangkan
pembayaran dividen bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (non
deductible expense) (Kurniawan, 2015 : 241).

Perlakuan perpajakan antara bunga dan deviden sangat berbeda. Secara
umum, bunga yang dibayarkan oleh suatu entitas akan dijadikan pengurang
penghasilan bruto, sedangkan pembagian deviden tidak dapat dijadikan
pengurang penghasilan bruto (Noor, 2014). Hal ini kemudian mendorong
perusahaan induk untuk menyuntikkan sebanyak mungkin utang kedalam
struktur permodalan perusahaan anak diluar negeri. Dampaknya, pendapatan
negara sektor pajak negara asal akan mengalami penurunan penerimaan pajak
atau tax ratio tahunan dikarenakan pemindahan laba ke negara lain akibat
timbulnya beban bunga atas pemberian pinjaman perusahaan induk ke anak.
Hal inilah yang kemudian dikatakan sebagai thin capitalization, yaitu praktik-

praktik yang secara berlebihan membiayai cabang atau perusahaan anak
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dan bukan melalui sektor modal (Vann, 1998 dalam Noor, 2014). Hal ini pun
sebenarnya lumrah dan banyak dilakukan oleh perusahaan sebagai entitas
yang memang profit oriented (Noor, 2014).

Dalam mengurangkan beban bunga perusahaan dapat meminimalkan
pajak terutang, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil.
Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya
potensi pendapatan negara dari pajak. Indonesia mengadopsi aturan Thin
Capitalization melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan yang tertuang
dalam pasal 18 ayat 1, aturan tersebut menyebutkan bahwa Menteri Keuangan
berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara
hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besarnya
perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan No0.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbanding
antara Hutang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan
Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu
(4:1). Pendekatan yang selama ini sering digunakan dalam pemeriksaan
penyalahgunaan pinjaman perusahaan induk ke anak khususnya dalam
praktik thin capitalization adalah dengan mengacu kepada prinsip harga pasar
yang wajar dan kepada rasio utang dan modal (debt to equity ratio)
(Darussalam dan Danny, 2008 :32).

Penelitian ini juga dimotivasi karena ingin melihat apakah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI melakukan tax avoidance atau tidak.

Dibuktikan dalam beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,



-
o
<

e
s |
—
jE—
o

—
L= ]
o
e
(=5 ]
j=—

salah satunya yang dilakukan oleh oleh Rahayu (2010) dalam penelitiannya
menyimpulkan bahwa praktik tax avoidance melalui skema thin
capitalization sangat umum dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh
DJP dianggap masih relatif minim dan kurang menyentuh pokok
permasalahan sehingga kasus-kasus yang ada kurang tertangani dengan baik.
Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Rules
sebagai penentuan perbandingan memang dipandang perlu untuk dilakukan
olen DJP guna mengurangi praktek penghindari pajak melalui skema thin
capitalization.

Disisi lain pula, perusahaan manufaktur merupakan sektor yang mampu
memberikan Kkontribusi terbesar dalam produk domestik bruto (PDB)
nasional. Diketahui, industri manufaktur atau pengolahan adalah sektor usaha
dengan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun
2019 lalu, industri manufaktur menyumbang sebesar 21% dari total nilai PDB
Indonesia. (Kurniati, 2020).

Dari sisi penerimaan pajak pula sektor manufaktur merupakan
penyumbang pemasukan terbesar dalam penerimaan pajak tahun 2019. Dalam
siaran pers 2019 lalu Kementerian Perindustrian mengemukakan, sektor
industri merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan negara tahun
2019 melalui  setoran  pajak  yang  mencapai  Rp363,60 triliun
atau 30 persen dari total penerimaan pajak tahun 2018. Capaian ini meningkat
11,12 persen dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, industri mampu

menyumbang penerimaan cukai sebesar Rp159,7 triliun. (Kemenperin.go.id).
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1.2.

10

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah tersebut di atas maka

peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam bentuk

skripsi yang berjudul “Pengaruh Related Party Transaction (RPT) dan

Thin Capitalization (TC) Terhadap Tax Avoidance Dengan Firm Size

Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian

ini adalah sebagai berikut :

In

Apakah Related Party Transaction-Receivable  (RPT-Piutang)
berpengaruh terhadap Tax Avoidance?

Apakah  Related  Party  Transaction-Liabilities  (RPT-Hutang)
berpengaruh terhadap Tax Avoidance?

Apakah Thin Capitalization berpengaruh terhadap Tax Avoidance ?
Apakah Related Party Transaction-Receivable (RPT-Piutang), Related
Party Transaction-Liabilities (RPT-Hutang) dan Thin Capitalization
berpengaruh terhadap Tax Avoidance ?

Apakah Firm Size sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau
memperlemah pengaruh RPT-Receivable, RPT-Liabilities, dan Thin

Capitalization Terhadap Tax Avoidance?
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Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Related Party

Transaction-Receivable (RPT-Piutang) Terhadap Tax Avoidance

2. Untuk mengetahui ~ dan menganalisis pengaruh Related Party

Transaction-Liabilities (RPT-Hutang) Terhadap Tax Avoidance

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Thin Capitalization

Terhadap Tax Avoidance

11

4. Untuk  mengetahui dan menganalisis pengaruh Related Party

Transaction-Receivable (RPT-Piutang), Related Party Transaction-

Liabilities: (RPT-Hutang) dan Thin Capitalization Terhadap Tax

Avoidance

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh firm size sebagai variabel

moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh RPT-

Receivable,RPT-Liabilities, dan Thin Capitalization Terhadap Tax

Avoidance?

. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan adanya manfaat atau

kontribusi dari hasil penelitian tersebut. Kegunaan atau manfaat atas hasil

penelitian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek

praktis.
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1.4.1. Kontribusi Akademis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan
wawasan tambahan bagi peneliti dan pembaca terutama untuk menambah
referensi pengetahuan mengenai strategi penghindaran pajak dengan
memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga
diharapkan mampu menambah wawasan penulis dalam memahami
bagaimana faktor faktor yang terkait dapat mempengaruhi strategi Tax
Avoidance pada perusahaan manufaktur di Indonesia serta penelitian ini
juga dapat digunakan sebagai langkah untuk mengembangkan penelitian-
penelitian ~ sejenis serta dapat memberikan Kkontribusi - terhadap

perkembangan dunia perpajakan di Indonesia.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 20 perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BElI yang mengimplementasikan strategi
Tax Avoidance sebagai alat untuk melakukan perencanaan pajak sebagai
upaya meminimalkan beban pajak yang terutang. Manfaat yang dapat
diperoleh oleh 20 perusahaan manufaktur adalah sumbang saran dan
bahan pertimbangan untuk melakukan kebijakan yang menyangkut

strategi Tax Avoidance jangka panjang.

I.5. Sistematika Pembahasan

Adapun susunan dan perincian bab-bab adalah sebagai berikut :
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PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, pokok
permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi
penelitian dan sistematika pembahasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan disajikan mengenai teori-teori yang mendasari
penelitian serta pembahasan dilengkapi mengenai penelitian-
penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen
penelitian, metode analisis data dan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari
proses penelitian di lapangan yang meliputi data-data yang berhasil
dikumpulkan selama penelitian berlangsung, berupa data primer
dan data sekunder. Pada bab ini terdapat juga gambaran umum
lokasi penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian
yang dilakukan.

PENUTUP

Pada bab penutup ini membahas tentang kesimpulan yang ada
dalam pembahasan yang telah dirangkum dengan ringkas dan jelas,

serta saran yang membangun sebagai bentuk sumbangan pemikir.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

11.1. Tinjauan Empiris
Peninjauan dari penelitian-penelitian terdahulu merupakan komponen penting
dalam melaksanakan penelitian yang berguna sebagai sarana pembanding
untuk menunjang penelitian itu sendiri serta memperkuat kerangka pikir
peneliti. Penelitian tentang berbagai faktor yang mempengaruhi strategi Tax
Avoidance telah  dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun
menunjukkan hasil yang bebeda-beda. Beberapa penelitian tersebut antara
lain :
[1.1.1. Oktavia, dkk (2012)
Penelitian ini berjudul Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya
Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. Populasi dalam penelitian ini
adalah perusahaan non keuangan yang telah go public dan sahamnya
terdaftar di BEI dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Pengambilan sampel
dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling yakni dengan
pemilihan sampel secara tidak acak.
Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa transaksi hubungan
istimewa berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan.
Hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif pada tarif pajak efektif
dari adanya transaksi hubungan istimewa menurut Standar Akuntansi
Keuangan dan juga menjadi alternatif sebagai pendeteksi keberadaan

transaksi hubungan istimewa yang tidak semestinya.
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11.1.2. Belinda, Clarissa (2016)
Penelitian ini berjudul Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa sebagai

Strategi Penghindaran Pajak Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa
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Efek Indonesia Tahun 2011-2014. Sampel dalam penelitian ini berjumlah
153 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014.
Analisis data menggunakan multiple linier regression analysis. Hasil
penelitian ini- menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh atau
berpengaruh negatif antar variabel idependen dan variabel dependen
yakni Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Tax Avoidance.

11.1.3. Ismi dan Linda (2016)
Penelitian ini. berjudul Pengaruh Thin Capitalization, Return on Asset
dan Corporate Governance pada perusahaan Jakarta Islami Index (JII).
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 perusahaan yang terdaftar di
BEI dan tercatat pada saham JIl pada tahun 2011-2015. Sampel tersebut
dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan
purposive sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Thin Capitalization,

Return on Asset dan Corporate Governance secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh terhadap Tax Avoidance, namun secara parsial
Thin Capitalization tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance

11.1.4. Komariah (2017)
Penelitian ini berjudul Pengaruh Thin Capitalization dan Karakteristik

Eksekutif dengan Kompensasi Manajemen Kunci Sebagai Pemoderasi
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Terhadap Penghindaran Pajak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah
111 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015.
Sampel tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan
menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Thin Capitalization dan karakteristik eksekutif ~dengan
kompensasi manajemen kunci berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini membuktikan belum adanya

pengaruh terhadap Tax Avoidance.

11.1.5. Winwell (2018)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate
Governance dan Salses Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi pada
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun
2013-2016). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 41 perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI, sampel tersebut dipilih berdasarkan
kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan purposive sampling.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return on assets, leverage,
corporate governance dan sales growth berpengaruh secara parsial

terhadap tax avoidance.

11.1.6. Salwah dan Eva (2019)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Sampel dalam penelitian ini

berjumlah 24 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI



17

pada tahun 2015-2017. Sampel tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa Thin Capitalization tipis memiliki

-
o
<

e
s |
—
jE—
o

—
L= ]
o
e
(=5 ]
j=—

efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Implikasi dari
penelitian ini membuktikan bahwa setelah peraturan menteri keuangan
tentang rasio hutang terhadap modal mempengaruhi nilai rasio hutang
terhadap modal (DER) menjadi lebih rendah, sehingga mengurangi
penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
I1.1.7. Rika dan Rochmad (2020)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Thin Capitalization dan Kepemilikan
Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. Sampel dalam penelitian ini
berjumlah 17 perusahaan pada sektor aneka industri yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Metode pengumpulan data
menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sebanyak 49
sampel. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thin
capitalization dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak.
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Tabel 2. 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO | Nama Judul Penelitian Variabel Penelitian | Hasil Penelitian Perbedaan
Peneliti/
Tahun
1 | Oktavia, | Transaksi Hubungan Variabel Idependen : | Transaksi hubungan istimewa Variabel yang digunakan

Septian, | Istimewa dan Hubungan Istimewa, | berpengaruh positif dan signifikan | dalam penelitian ini

dan Pengaruhnya Terhadap terhadap tarif pajak efektif yakni RPT-Hutang,

Subagyu | Tarif Pajak Efektif Variabel Dependen : | perusahaan. Hal ini menunjukkan | RPT-Piutang dan Thin

(2012) Perusahaan Tarif pajak efektif adanya pengaruh negatif pada Capitalization.

perusahaan tarif pajak efektif dari adanya

transaksi hubungan istimewa Terdapat variabel
menurut SAK dan juga menjadi moderasi dalam
alternative sebagai pendeteksi penelitian ini yakni :
keberadaan transaksi hubungan ROA dan Firm Size

istimewa yang tidak semestinya.
Lokasi Penelitian pada
Perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI

< tahun 2016-2018

> 2 | Belinda | Pengaruh Transaksi Variabel Idependen : | Leverage, RPT-sales, RPT- Variabel yang digunakan
i (2016) Hubungan Istimewa Hubungan Istimewa, | puchase dan company size tidak dalam penelitian ini

§ sebagai Strategi terdapat pengaruh adanya yakni RPT-Hutang,
é Penghindaran Pajak Variabel Dependen : | transaksi hubungan istimewa atau | RPT-Piutang dan Thin
Zen
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pada Perusahaan
Manufaktur di BEI

Stategi penghindaran
pajak

Variabel kontrol
yang digunakan
yaitu :

Leverage, RPT-
sales, RPT-puchase
dan company size

Perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI
tahun 2011-2014

berpengaruh negatif terhadap
strategi penghindaran pajak.

Capitalization.

Terdapat variabel
moderasi dalam
penelitian ini yakni :
ROA dan Firm Size

Lokasi Penelitian pada
Perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI
tahun 2016-2018

Ismi dan
Linda
(2016)

Pengaruh Thin
Capitalization, Return
on Asset dan Corporate
Governance pada
perusahaan Jakarta
Islami Index (J1)

Variabel Idependen :
Thin Capitalization,
Return on Asset dan
Corporate
Governance

Variabel Dependen :
Perusahaan Jakarta
Islami Index (J11)

Thin Capitalization, Return on
Asset dan Corporate Governance
secara bersama-sama (simultan)
berpengaruh terhadap Tax
Avoidance, namun secara parsial
Thin Capitalization tidak
berpengaruh terhdapa Tax
Avoidance

Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini
yakni RPT-Hutang,
RPT-Piutang dan Thin
Capitalization.

Terdapat variabel
moderasi dalam
penelitian ini yakni :
ROA dan Firm Size
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Lokasi : Perusahaan
yang terdaftar di BEI
dan tercatat pada
saham JII tahun

Lokasi Penelitian pada
Perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI

2011-2015 tahun 2016-2018
Komari- | Pengaruh Thin Variabel Idependen : | Thin Capitalization dan Variabel yang digunakan
ah Capitalization dan Thin Capitalization | Karakteristik eksekutif dengan dalam penelitian ini
(2017) Karakteristik Eksekutif | dan Karakteristik kompensasi manajemen kunci yakni RPT-Hutang,
dengan Kompensasi Eksekutif dengan berpengaruh negatif tidak RPT-Piutang dan Thin
Manajemen Kunci Kompensasi signifikan terhadap penghindaran | Capitalization.
Sebagai Pemoderasi Manajemen Kunci pajak (tax avoidance) pada
Terhadap Penghindaran | Sebagai Pemoderasi | perusahaan manufaktur yang Terdapat variabel
Pajak. terdaftar di BEI. Hal ini moderasi dalam
Variabel Dependen : | membuktikan belum adanya penelitian ini yakni :
Penghindaran Pajak | pengaruh terhadap Tax ROA dan Firm Size
(Tax Avoidance) Avoidance.
Lokasi Penelitian pada
Perusahaan Perusahaan manufaktur
manufaktur yang yang terdaftar di BEI
terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018
tahun 2013-2015.
Winwell | Pengaruh Return On Variabel Idependen : | return on assets, leverage, Variabel yang digunakan
(2018) Return On Assets, Return On Assets, corporate governance dan sales dalam penelitian ini
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Leverage, Corporate
Governance dan Salses
Growth

Terhadap Tax
Avoidance (Studi pada
Perusahaan Manufaktur
yang terdaftar di BEI)

Leverage, Corporate
Governance dan
Salses Growth

Variabel Dependen :
Penghindaran Pajak
(Tax Avoidance)

Perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI pada
tahun 2013-2016

growth berpengaruh secara parsial
atau sebagian terhadap tax
avoidance.

yakni RPT-Hutang,
RPT-Piutang dan Thin
Capitalization.

Terdapat variabel
moderasi dalam
penelitian ini yakni :
ROA dan Firm Size

Lokasi Penelitian pada
Perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI
tahun 2016-2018

Salwah
dan Eva
(2019)

Pengaruh Aktivitas
Thin Capitalization
Terhadap Penghindaran
Pajak (Tax Avoidance).

Variabel Idependen :
Aktivitas Thin
Capitalization

Variabel Dependen :
Penghindaran Pajak
(Tax Avoidance)

Lokasi pada
Perusahaan

Thin Capitalization tipis memiliki
efek negatif dan signifikan
terhadap penghindaran pajak.
Implikasi dari penelitian ini
membuktikan bahwa setelah PMK
tentang rasio hutang terhadap
modal mempengaruhi nilai rasio
(DER) menjadi lebih rendah,
sehingga mengurangi
penghindaran pajak yang

Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini
yakni RPT-Hutang,
RPT-Piutang dan Thin
Capitalization.

Terdapat variabel
moderasi dalam
penelitian ini yakni :
ROA dan Firm Size
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manufaktur yang
terdaftar di BEI pada
tahun 2015-2017

dilakukan perusahaan.

Lokasi Penelitian pada
Perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI
tahun 2016-2018

Rika dan
Rochm-
ad
(2020)

Pengaruh Thin
Capitalization dan
Kepemilikan
Manajerial Terhadap
Penghindaran Pajak.

Variabel Idependen :
Thin Capitalization
dan Kepemilikan

Variabel Dependen :
Penghindaran Pajak
(Tax Avoidance)

Lokasi Penelitian
Pada Perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI pada
tahun 2015-2017

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa thin capitalization dan
kepemilikan manajerial tidak
berpengaruh terhadap
penghindaran pajak.

Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini
yakni RPT-Hutang,
RPT-Piutang dan Thin
Capitalization.

Terdapat variabel
moderasi dalam
penelitian ini yakni :
ROA dan Firm Size

Lokasi Penelitian pada
Perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI
tahun 2016-2018




23

11.2. Tinjauan Teoritis
11.2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) dalam kaitannya dengan strategi
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penghindaran pajak perusahaan, model kepatuhan yang dikembangkan
Allingham dan Sandmo (1972) menggambarkan bahwa individual setiap
wajib pajak mencoba untuk memaksimalkan utilitas melalui pengelakan
pajak mungkin tidak dapat diaplikasikan karena adanya perbedaan antara
kepemilikan dan pengelolaan (Lee, el al., 2015). Dalam kasus
perusahaan, kompleksitas yang muncul dikarenakan banyaknya pihak
yang terlibat membuat teori agensi lebih cocok digunakan untuk
menggambarkan kegiatan Tax Avoidance perusahaan.

Menurut teori keagenan (agency theory) yang dikemukakan oleh
Jensen dan Meckling (1976), masalah agensi muncul ketika pemilik
perusahaan mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu
jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan
keputusan perusahaan tersebut kepada agent (Amri, 2017). Dengan
adanya keterbatasan pemilik dalam memantau agent, dalam beberapa
situasi, teori agensi mengasumsikan bahwa semua pihak bertindak untuk
kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, timbul alasan untuk percaya
bahwa manajemen (jajaran eksekutif) selaku agent, tidak selalu bertindak
untuk  kepentingan pemilik (Goodfrey, et al.,, 2010). Hal ini

menggambarkan, baik pemilik maupun manajemen dalam perusahaan
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manajemen bekerja untuk memaksimalkan kekayaan pemilik, sedangkan
manajemen ingin bekerja untuk keuntungan mereka sendiri.

Agency theory memisahkan fungsi  pengelolaaan dan fungsi
kepemilikan dalam perusahaan, sebagai konsekuensi dari pemisahan ini
terjadi berbagai macam konflik agensi. Menurut Meisser et al. (2006:7),
hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu : (a)
terjadinya informasi asimetris (informastion asymmetry), dimana agent
atau manajemen secara umum lebih  banyak memiliki informasi
mengenai posisi keuangan dan posisi operasi entitas dari pemilik,
sehingga mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak
sebenarnya kepada principal atau pemilik perusahaan; dan (b) terjadinya
konflik kepentingan (conflict of interest) akibat ketidak samaan tujuan,
dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan
pemilik.

Masalah agensi dapat muncul ketika jajaran eksekutif selaku
manajemen memiliki preferensi yang berbeda dalam hal risiko.
Manajemen (eksekutif) memiliki peran dalam setiap pengambilan
keputusan perusahaan (Dyreng, dkk., 2010). Agent atau manajemen
perusahaan juga turut andil dalam semua strategi perusahaan.
Penghindaran pajak merupakan salah satunya. Meskipun demikian,
penghindaran pajak merupakan salah satu tindakan yang berisiko karena

dapat mencederai reputasi perusahaan (Badertscher, dkk., 2013). Tidak
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dapat dipungkiri, manajemen turut peduli dengan reputasi yang dimiliki
perusahaan (Graham, dkk., 2014).

Salah satu dari dua mekanisme yang dapat digunakan untuk
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mengatasi masalah agensi yang muncul adalah dengan pemberian
kontrak kompensasi insentif yang tepat (Anthony dan Govindarajan,
2005). Paket kompensasi insentif yang diberikan dapat memitigasi
masalah agensi. Paket kompensasi insentif akan memotivasi manajemen
dalam meningkatkan risk taking terhadap penghindaran pajak, sehingga

tujuan pemilik dan manajemen dapat terselaraskan.

11.2.2. Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pengertian pajak adalah
kontribusi wajib pajak yang terutang kepada negara dan tidak mendapat
imbalan secara langsung bagi kemakmuran seluruh masyarakat.

Menurut Mulyono (2010), banyak ahli hukum dan ahli ekonomi
memberikan definisi mengenai pengertian pajak, salah satunya dari

Rochmat Soemitro, yang berbunyi pajak adalah peralihan kekayaan dari
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surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama
untuk membiayai public investment. Adapun menurut Pohan (2018: 2)
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat
penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang
bertujuan = untuk meningkatkan kemakmuran dan Kkesejahteraan
masyarakat. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran yang terutang pada wajib pajak
dan bersifat memaksa melalui proses peralihan kekayaan orang pribadi
atau badan kepada pemerintah dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, karena
suatu negara pada dasarnya tidak akan mungkin menghendaki merosotnya

kehidupan perekonomian masyarakat.

11.2.3. Manajemen Pajak (Tax Management)

Dari sisi negara, pajak adalah penerimaan. Namun  dari sisi
perusahaan, pajak adalah biaya yang mengurangi laba. Oleh karena itu,
perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya tersebut untuk
mengoptimalkan laba mereka. Upaya dalam melakukan penghematan
pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen
pajak merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan
untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum

(Pohan, 2018: 7). Jadi manajemen perpajakan adalah upaya untuk
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mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektifitas
dan efisiensi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dalam lingkup
legalitas sesuai aturan perpajakan. Namun, perlu diingat bahwa legalitas
dari tax management tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas
baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Tujuan
utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban
perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak
untuk memaksimalkan keuntungan (Pohan, 2018:7).

Manajemen pajak bukanlah merupakan tindakan sederhana tetapi
terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya, tidak
seorangpun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan
terhadap pembayaran pajak agaknya sudah melekat pada diri wajib pajak
sesuai asumsi Yudkin dalam Zain (2003) yang mengatakan :

1. Bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak baik
yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Bahwa para wajib pajak cenderung untuk menyeludupkan pajak
(tax evasion) yaitu usaha menghindari pajak yang terutang secara
ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang
meyakinkan ~ bahwa akibat dari  perbuatannya tersebut
kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula

bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.
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Pohan (2018:13) menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi dari manajemen

pajak, yaitu :

11.2.3.1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Tax Planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan
agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan
utama Tax Planning adalah mencari berbagai celah yang dapat
ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat
membayar pajak dalam jumlah minimal.

11.2.3.2. Tax Administration/Tax Compliance
Tax Administration/Tax Compliance mencakup usaha-usaha untuk
memenuhi  kewajiban = administrasi  perpajakan dengan cara
menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan,
kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai
deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

11.2.3.3. Tax Audit
Tax Audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak,
menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam
mengajukan surat keberatan atau surat banding.

11.2.3.4. Other Tax Matters
Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan
perpajakan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang
berhubungan dengan PPN, pemotongan withholding tax (PPh Ps.

23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
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konstruksi, dan jasa profesi serta objek withholding tax lainnya, juga
termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah

perpajakan dan sebagainya.

11.2.4. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

11.2.4. 1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak merupakan strategi untuk mengatur
akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan
kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar
peraturan pepajakan (in legal way). Pohan (2018:4) Mendefinisikan
perencanaan pajak sebagai proses mengorganisasikan usaha wajib
pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan
memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh
oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan,

agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

11.2.4.2. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan perencanaan pajak adalah untuk merekayasa usaha
wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin
dengan memanfaatkan celah-celah grey area dalam peraturan
perpajakan. Pohan (2018: 7) menjelaskan tujuan utama tax
planning adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh
dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat

membayar pajak dalam jumlah minimal.
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11.2.4.3. Manfaat Perencanaan Pajak

Pohan (2018: 20) menjelaskan terdapat beberapa manfaat yang bisa

diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan :

1)

2)

Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang
merupakan unsur biaya dapat dikurangi.

Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena
dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan
kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran
sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara

lebih akurat.

11.2.4.4. Strategi Perencanaan Pajak

Pohan (2018: 36) menjelaskan ada tiga macam cara yang dapat

dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya,

yakni :

1.

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak
dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak
bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik
yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan
(grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan

perpajakan itu sendiri
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2. Tax Evasion (Penyeludupan Pajak)
Tax evasion adalah kebalikan dari Tax Avoidance, strategi dan
teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dengan cara
menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak
aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang
digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan
peraturan perpajakan.

3. Tax Saving (Penghematan Pajak)
Tax saving adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya
dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk
yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja
mengurangi jam kerja pekerjaannya sehingga pengenaan pajak

penghasilan nya kecil.

11.2.5. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil,
karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran
pajak (tax avoidance), sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal
adalah penyeludupan pajak (tax evasion). Menurut Zain (2005)
penyeludupan pajak (tax evasion) adalah penyeludupan yang melanggar
undang-undang pajak sedangkan penghindaran pajak (tax avoidance)

adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan
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perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui
perencanaan pajak (tax planning).

Tax Avoidance yang merupakan bagian dari tax planning ini
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dilakukan dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak terutang atau
penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan
perpajakan yang dilakukan secara legal. Menurut Dyreng (2010), tax
avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek
terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau
kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek tax avoidance biasanya
memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar
hukum perpajakan.

Pohan (2018: 23) tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak
yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak
bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik
yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey
area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu
sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Penghindaran pajak
merupakan usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan
peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan
yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam
peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan

yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam

IVERSITAS

BRAWIJAYA

peraturan perpajakan yang berlaku (Heru, 1997 dalam Budiman dan

UN




repository.ub.ac.id

<
2
>
=)

33

Setiyono, 2012) dapat disimpulkan bahwa tax avoidance ialah suatu
metode dan teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan
kewajiban pajak terutang.

Palan (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai
tax avoidance apabila melakukan salah satu tindakan berikut:

a. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang
seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi
hukum pajak;

b. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di
declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;

c. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Adapun karakteristik tax avoidance menurut OECD (Organization
for Economic Cooperation and Development), yaitu :

a. Adanya unsur astifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah
terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena
ketiadaan faktor pajak;

b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes UndangUndang
untuk menerapkan ketentuan lega dalam berbagai tujuan, padahal
bukan seperti itu melainkan dimaksudkan oleh pembuat Undang-
Undang;

c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, umumnya para
konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax

avoidance dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.
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Dapat disimpulkan bahwa walaupun secara literal tidak ada hukum
yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa tax avoidance
merupakan praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan tax
avoidance secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak,
yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan
oleh negara.

Untuk menangkal skema penghindaran pajak, banyak negara yang
membuat ketentuan anti penghindaran pajak. Ketentuan anti
penghindaran pajak tersebut seperti dijelaskan oleh Damian dalam
InsideTax DDTC (Ed.15, 2013: 48) dapat dibagi menjadi dua kelompok
yaitu :

1. Specific Anti Avoidance Rules (SAAR), vyaitu ketentuan anti
penghindaran pajak yang bersifat spesifik untuk mencegah suatu
skema penghindaran pajak tertentu. Skema penghindaran pajak yang
dimaksud contohnya adalah skema penghindaran pajak melalui

transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping dan controlled

. General Anti Avoidance Rules (GAAR), vyaitu ketentuan anti
penghindaran pajak yang bersifat umum untuk mencegah transaksi-
transaksi yang semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak,
bukan untuk tujuan bisnis.

Damian juga menekankan alangkah baiknya jika SAAR dan GAAR

dikombinasikan dalam menangkal skema tax avoidance.
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11.2.6 Hubungan Istimewa
11.2.6.1. Pengertian hubungan istimewa menurut PSAK

Menurut PSAK No. 7 suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki
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hubungan istimewa dengan perusahaan yang lain apabila

perusahaan tersebut dapat mengendalikan atau memiliki pengaruh

dalam pengambilan keputusan baik operasional maupun keuangan
atas perusahaan lain. Pihak-pihak yang memiliki hubungan
istimewa vyaitu orang atau perusahaan yang masih memiliki
hubungan (relasi) dengan perusahaan pelapor atau perusahaan yang
menyiapkan laporan keuangan.

11.2.6.2. Pengertian hubungan istimewa menurut perpajakan

Pengertian hubungan istimewa menurut perpajakan sesuai dengan

pasal 18 ayat (4) UU PPh, Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan pasal 10

ayat (1), dianggap terdapat hubungan istimewa apabila :

a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak
langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau
hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah
25% pada dua wajib pajak atau lebih, demikian pula hubungan
antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir;

b. Adanya hubungan penguasaan melalui manajemen atau
penggunaan teknologi baik dilakukan secara langsung maupun

tidak langsung;
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c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda

dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat.
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11.2.7. Related Party Transaction (RPT)

Related Party Transaction (RPT) merupakan transaksi sebuah
perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus atau
istimewa dengan perusahaan - terkait, seperti anak perusahaan atau
perusahaan anggota grup Yyang berada dalam kepemilikan atau
penguasaan yang sama. Gunadi (2013 :85) menjelaskan para wajib pajak
anggota grup atau yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan yang
sama karena hubungan istimewa dianggap berada dalam suatu lingkaran
(ring system) dengan tujuan atau kepentingan misi yang - Sama
maksimalisasi keuntungan usaha.

Menurut - Farahmita (2011) Related Party Transaction (RPT)
adalah transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak yang memiliki
hubungan istimewa, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak
seperti perusahaan asosiasi, karyawan kunci, perusahaan dalam satu
pengendali, perusahaan perorangan, perusahaan keluarga, atau
perusahaan yang mempunyai hak suara signifikan. RPT pula memiliki
peranan penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan
(Gordon dkk, 2016)

Adapun definisi RPT menurut International Financial Statement

Standards (IFRS) dalam IAS 24.9, yakni :




37

“a related party is a person or entity that is related to the entity
that is preparing is financial statement (referred to as the reporting

entity). A related party transaction is a transfer of resources,
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services, or obligations between related parties, regardless of

whether a price is changed”

Yang artinya adalah “Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang
terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (disebut
sebagai ‘pelapor’). Jadi yang dimaksud dengan related party transaction
adalah transaksi transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antar pihak
berelasi, terlepas dari apakah harga berubah atau tidak”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa related
party transaction ialah transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan
pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa degannya. Adapun RPT
dilakukan sebagai taktik dan strategi untuk meminimalkan penghasilan
kena pajak yang terutang. Hutagaol (2007: 45) mengatakan bahwa
awalnya kebijakan dalam menentukan harga transaksi hubungan
istimewa digunakan oleh suatu perusahaan yang terbagi beberapa divisi,
beberapa divisi tersebut kemudian melakukan penyerahan barang atau
jasa dari satu divisi ke divisi lain dengan tujuan untuk mengevaluasi dan

mengukur kinerja dari masing-masing divisi. Adapun transaksi yang

AS

terjadi dalam RPT meliputi transaksi peminjaman yang tanpa beban
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transaksi penjualan dengan harga yang berbeda yang berlaku umum,
transaksi pertukaran aset, dan transaksi peminjaman tanpa ketentuan

mengenai jadwal dan cara pembayaran. (Ellyani, 2018).
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11.2.8. Related Party Transaction-Receivable (RPT-Piutang)

Transaksi piutang hubungan istimewa adalah transaksi pengalihan
biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu
dengan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi. Transaksi piutang
tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa
terutama pemegang saham yang berada di luar negeri maupun
perusahaan induk, cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan
pinjaman dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum
disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas
pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen bukan
pengurang laba kena pajak. Menurut Agoes, dkk. (2013) piutang dalam
hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang
dilakukan dengan pihak dimana perusahaan mempunyai hubungan
istimewa.

Hubungan istimewa dapat merupakan memiliki/menguasai.
Piutang dalam hubungan istimewa dapat timbul karena terjadinya
transaksi - seperti penjualan, atau pengalihan barang/ jasa, sewa,

peminjaman, dan penyelesaian oleh perusahaan atas nama pihak yang
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dibebankan kepada pihak pembeli dapat menggunakan dengan harga
yang tidak wajar, misalnya menjual aset dengan harga yang jauh lebih

rendah dari harga harta yang sejenis. Definisi harga wajar di sini adalah
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harga yang berlaku umum atau sama, apabila transaksi tersebut dilakukan
dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Apabila terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai
hubungan istimewa, maka harus diungkapkan sifat dari hubungan
tersebut, juga informasi yang diperlukan tentang transaksi dan saldonya
untuk memahami dampak potensial hubungan tersebut terhadap laporan
keuangan pengungkapan tersebut harus meliputi:

a. Jumlah transaksi

b. Jumlah saldo. Syarat dan kondisinya, termasuk jaminan, dan sifat
pembayaran yang disediakan dalam penyelesaian serta rincian
jaminan yang diberikan/diterima;

c. Penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait dengan jumlah
saldo piutang;

d. Beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang
ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa.

11.2.9. Related Party Transaction-Liabilities (RPT-Hutang)

Menurut Soemarso (2005 :25) utang kepada pihak hubungan
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transaksi lain dari perusahaan hubungan istimewa, misalnya pembelian
barang atau jasa. Utang kepada pemegang saham atau perusahaan

hubungan istimewa dapat merupakan kewajiban lancar atau kewajiban
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jangka panjang tergantung pada jangka waktu pengembaliannya.
Sedangkan menurut Wind (2014) utang perusahaan hubungan istimewa
atau yang terkait adalah kewajiban kepada perusahaan hubungan
istimewa, yang bukan bagian dari ekuitas (jika perusahaan) atau
kekayaan bersih (jika perusahaan perseorangan atau kemitraan) dan
dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Menurut Herjuno dalam DDTCNews (2019) bahwa kebutuhan
pendanaan perusahaan yang dipenuhi dengan campuran antara
pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan modal akan lebih menarik bagi
perusahaan dibandingkan dengan pembiayaan dalam bentuk modal. Hal
ini disebabkan perlakuan pajak yang berbeda antara pembayaran bunga
dan dividen. UU Pajak Penghasilan (PPh) memperkenankan pembayaran
bunga dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang biaya ‘itu
merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan. Oleh sebab itu banyaknya celah yang dapat dilakukan oleh

wajib pajak untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.

11.2.10. Thin Capitalization

Pada dasarnya Thin Capitalization adalah pembentukan struktur
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yang minim/kecil (Taylor dan Richardson, 2012). Ketentuan Thin
Capitalization merupakan praktik membiayai cabang atau anak

perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari pada dengan modal

-
o
<

e
s |
—
jE—
o

—
L= ]
o
e
(=5 ]
j=—

saham (Gunadi, 2007: 83). Perusahaan melakukan pemberian modal dari
perusahaan induk ke anak cabang dengan praktik pemberian pinjaman
yang nantinya akan dikenakan bunga, beban bunga merupakan deductible
expenses dalam perpajakan sehingga nantinya dapat menjadi pengurang
dalam penghasilan kena pajak yang terutang perusahaan sehingga pajak
yang dikenakan lebih kecil dari yang sebenarnya terutang. Untuk
kepentingan perhitungan pajak, pembayaran bunga merupakan biaya
yang dapat dikurangkan (deductible expense), sedangkan pembayaran
deviden bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (non deductible
expense) (Kurniawan, 2015 : 241).

Pengurangan seperti. ini menyebabkan efek makro berupa
berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak. Untuk perusahaan
multinasional, thin capitalization dilakukan dengan ~memberikan
pinjaman perusahaan cabang dibandingkan dengan skema memberikan
modal tambahan, apalagi jika perusahaan cabang berada di negara yang
memiliki tarif pajak yang tinggi. Menurut Gunadi (2013 :85) pemberian
pinjaman dalam praktik thin capitalization dapat dilakukan melalui
beberapa cara, yaitu : a.direct loan, b. back to back loan, dan c. parallel

loan. Pada direct loan (pinjaman langsung), investor (pemegang saham)
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back loan investor menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak
ketiga untuk langsung dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan

memberinya imbalan. Terakhir pendekatan parallel loan investor
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mancanegara mencari mitra perusahaan indonesia yang mempunyai anak
perusahaan di negara investor berada.

Dalam rangka mencegah praktik Thin Capitalization, Indonesia
sendiri menerapkan aturan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh
yang dimana dalam aturan tersebut memberi kewenangan kepada
Menteri Keuangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya
perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan
perhitungan pajak penghasilan (Debt to Equity Ratio). Sebagai tindak
lanjut, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015.
Dalam keputusan ini diatur bahwa :

a. Ketentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal (DER)
berlaku bagi Wajib Pajak Badan yang dididirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham

b. Untuk menghitung perbandingan tersebut jumlah hutang dan modal
yang dimaksud adalah jumlah rata-rata pada tiap akhir bulan pada
tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan, baik
meliputi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, dan
untuk modal termasuk laba ditahan

c. Perbandingan antara hutang dan modal tidak boleh melebihi 4 : 1,
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d. Terdapat pengecualian DER tersebut terhadap beberapa kelompok
Wajib Pajak, antara lain, bank, lembaga pembiayaan, asuransi dan

reasuransi, pertambangan dan yang atas seluruh penghasilannya
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dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan wajib pajak yang
menjalankan usaha di bidang infrastruktur

e. Dalam hal DER melebihi 4:1 maka biaya pinjaman yang dapat
diperhitungkan adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan rasio

4:1

f. Biaya pinjaman meliputi bunga pinjaman, diskonto dan premium
serta biaya tambahan terkait pinjaman, beban keuangan dalam sewa
pembiayaan, imbalan karena jaminan pengembalian utang dan
selisih kurs dari pinjaman mata uang asing

g. Dalam hal wajib pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang
dari nol, maka seluruh biaya pinjaman tidak dapat diperhitungkan
dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan No.
169/PMK.010/2015, dengan alasan bahwa penentuan besarnya
perbandingan antara hutang dan modal sebagaimana dimaksud dapat
mencegah  terjadinya = defisit  perekonomian  negara. Besarnya
perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar
empat dibanding satu (4:1) (Kurniawan, 2015 : 242). Utang yang

digunakan sebagai dasar perhitungan perbandingan antara utang dan
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tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan rata-rata
saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan atau
rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang
bersangkutan (Kurniawan, 2015: 243).

Kurniawan (2015: 242) menjelaskan pula bahwa dalam hal
besarnya perbandingan antara utang dan modal wajib pajak melebihi
besarnya perbandingan (4:1), maka biaya pinjaman yang dapat
diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar
biaya pinjaman yang dimaksud dalam hal ini adalah biaya yang
ditanggung wajib pajak sehubungan dengan pinjaman dana yang meliputi
sebagai berikut :

a. Bunga pinjaman
b. Diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman
c. Biaya tambahan yang terjadi dengan perolehan - pinjaman
(arrangement of borrowings)
d. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan
e. Biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang
f. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing
sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya
bunga dan beban-beban diatas.
Besarnya biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal
yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak

juga wajib memerhatikan ketentuan pasal 6 Undang-Undang PPh



45

(pengeluaran yang dapat di kurangkan) dan pasal 9 Undang-Undang PPh

(Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan). (Kurniawan, 2015 :244).
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11.2.11. Firm Size (Ukuran Perusahaan)
1. Definisi Firm Size

Ukuran perusahaan merupakan besarnya aset yang dimiliki
oleh sebuah perusahaan. Perusahaan merupakan wajib pajak,
sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara
sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan
merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tax
avoidance. Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak
digunakan untuk menjelaskan pengungkapan internal - yang
dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat.
Machfoedz = (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005)
menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala
yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan
besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran
perusahaan dilihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki,
nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah
penjualan.

Secara umum perusahaan besar memiliki laba yang tinggi
dan akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada

perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan




IVERSITAS

UN

repository.ub.ac.id

<
<
s
:

46

menghadapi risiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan
kecil (Kemala dkk, 2016). Ditambah sistem manajemen yang
dikelola lebih kompleks sehingga perusahaan besar memiliki
masalah dan risiko yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan
kecil.
2. Pengukuran Firm Size

Pengukuran firm size ditunjukkan melalui log total aset,
karena dinilai bahwa ukuran ini. memiliki tingkat kestabilan
yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang  lainnya dan
berkesinambungan antar periode (Jogiyanto 2007:282). Perusahaan
yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu
dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan
perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar dan
stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan

praktik tax avoidance.

11.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Sekaran (2013) dalam Sugiyono (2016: 52) mengungkapkan bahwa
kerangka pemikiran adalah sebuah model konseptual mengenai bagaimana
seseorang berteori mengenai hubungan-hubungan antara beberapa faktor atau
konsep untuk menjawab masalah penelitian. Kerangka pemikiran dapat
disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif atau gabungan dari

keduanya. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka
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pada gambar berikut ini adalah kerangka pemikiran skripsi yang
menggambarkan permasalahan peneliti.

Penelitian ini berawal dari fakta lapangan bahwa aktivitas penghindaran
pajak sering dilakukan oleh wajib pajak. Karena pajak merupakan kewajiban
yang harus disetorkan kepada pemerintah. Jumlah tarif pajak telah ditentukan
di setiap negara, akan tetapi perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan
pajak yang harus di setorkannya. Salah satu cara untuk mengurangi pajak
yang harus disetorkannya adalah dengan melakukan aktivitas penghindaran
pajak (tax avoidance). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
tax avoidance, related party transaction, dan thin capitalization. Adapun

model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :
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o
'
S
A Jni
— Gambar 2.1. Model Kerangka Pemikiran
=
-2 Aktivitas Tax Tax Avoidance : Upaya Perusahaan
= Avoidance yang meminimalkan beban meminimalkan
= sering dilakukan :> pajak terutang dengan ':> pajak pada waktu
— oleh Wajib Pajak tidak melanggar UU penyetoran
Pengukuran yang digunakan Praktik yang dilakukan untuk
untuk tax avoidance yakni ETR, meminimalkan beban pajak d_engan
TC menggunakan DER, dan RPT <:| melakukan : RPT dan Thin
menggunakan SPEC Capitalization

U

Teori : 1. Jenis Penelitian Kuantitatif
1. Agency Theory dengan pendekatan
2. Pengertian Pajak Eksplanatory
3. Tax Management 2. Lokasi & situs penelitian
4. Tax Planning :> melalui website resmi
5. Tax Avoidance (www.idx.co.id)
6. Hubungan Istimewa 3. Variabel penelitian : Dependen
7. Related Party Transaction (RPT) dan ldependen
8. Thin Capitalization 4. Populasi dan Sampel
5. Sumber data : Sekunder
(Laporan Keuangan Tahunan)

¢

Kesimpulan @ Analisis dan Pembahasan

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2020)
Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu
masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis ini, peneliti menganggap benar

hipotesisnya, yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui
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pengujian hipotesis dengan mempergunakan data yang diperoleh selama
melakukan penelitian. (Siregar, 2017 :66). Adapun model hipotesis dapat
digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2. Model Hipotesis

Related Part Transaction- H1
Receivable (RPT-Piutang)
(X1)

Strategi Tax
Avoidance

(Y)

Related Part Transaction- H2
Liabilities (RPT-Hutang)
(X2)

Thin Capitalization (TC) H3
(X3)

H5

Variabel Moderasi

= Ukuran Perusahaan
(Firm Size)

____________ » Berpengaruh Signifikan secara simultan

» Berpengaruh Signifikan secara parisal

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2020)
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11.4. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, akan
keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan
pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam
penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Hipotesis yang
akan diuji dalam penelitian ini terkait pengaruh antara variabel idependen
terhadap variabel dependen.

11.4.1. Pengaruh RPT-Receivable (RPT-Piutang) Terhadap Tax Avoidance

Transaksi piutang hubungan istimewa adalah transaksi pengalihan
biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu
dengan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi. Transaksi piutang
tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan - istimewa
terutama pemegang Saham yang berada di luar negeri maupun
perusahaan induk. Transaksi piutang hubungan istimewa menjadi sorotan
khusus dalam ketentuan peraturan perpajakan, apalagi jika transaksi
tersebut disinyalir ‘untuk tujuan penghindaran pajak dengan cara
melaporkan  penghasilan  kurang dari  yang semestinya, atau
pembebanan biaya yang tidak wajar (Advianto, 2011).

Memberikan pinjaman dan membesarkan beban termasuk salah
satu praktik RPT piutang untuk menghindari pembayaran pajak dan
melakukan tax avoidance. Cara yang dilakukan yaitu dengan
memberikan pinjaman sebesar-besarnya untuk pengembangan entitas

anak perusahaan dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya



IVERSITAS

UN

-
o
<

e
s |
—
jE—
o

—
L= ]
o
e
(=5 ]
j=—

BRAWIJAYA

o1

belum disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas
pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan pemberian
dividen bukan pengurang laba kena pajak. Menurut Ompusunggu (2011
: 34) dari berbagai bentuk transaksi hubungan istimewa terlihat upaya
pengalihan sumber daya dalam hal ini pemberian pinjaman kepada pihak
berelasi atau RPT-piutang memiliki pengaruh kuat dalam praktik
penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena dalam praktik bisnis,
pembayaran pajak diidentikkan sebagai beban.

Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2009) dan Srinivasan
(2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara transaksi
pinjaman “hubungan istimewa dengan Kkinerja perusahaan. Hal ini
menandakan Kinerja perusahaan dengan megadakan strategi tax planning
dalam hal tax avoidance dengan praktik RPT-Receivable dipandang
sebagai tindakan yang mengandung risiko dan dapat meningkatkan cost
of debt. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya praktik piutang atau
pemberian pinjaman yang dilakukan kepada pihak istimewa dapat
diprediksi terjadi Tax Avoidance.sehingga hipotesis yang diajukan
sebagai berikut :

H 1 : RPT-Receivable (RPT-Piutang) berpengaruh secara signifikan

terhadap Tax Avoidance
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11.4.2. Pengaruh RPT-Liabilities (RPT-Hutang) Terhadap Tax Avoidance
Menurut Soemarso (2005) utang kepada pihak hubungan istimewa

adalah utang yang berasal dari pinjaman atau dari transaksi-transaksi lain
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dari perusahaan hubungan istimewa, misalnya pembelian barang atau
jasa. Menumpuk utang dan mengecilkan modal termasuk salah satu cara
menghindari pembayaran pajak. Karena utang menimbulkan bunga dan
bunga mengurangi penghasilan. Herjuno dalam DDTCNews (2019)
menyatakan bahwa kebutuhan pendanaan perusahaan yang dipenuhi
dengan campuran antara pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan modal
akan lebih menarik bagi perusahaan dibandingkan dengan pembiayaan
dalam bentuk modal. Dengan memanfaatkan celah pengurangan pajak
terutang atas pembiayaan bunga maka dapat menguntungkan perusahaan.

Transaksi pembelian kredit atau pinjaman dari pihak istimewa
menimbulkan akun hutang usaha di dalam laporan posisi keuangan
perusahaan. Ketika pembelian kepada pihak berelasi dilakukan maka
harga beli dapat diatur sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tersebut.
Saat perusahaan menetapkan menggunakan harga beli lebih rendah, maka
hutang yang dimiliki perusahaan juga semakin kecil dan harga pokok
penjualan yang tercatat juga lebih rendah dan diikuti dengan laba yang
meningkat.

Hasil penelitian Rahmawati (2015) menunjukkan bahwa biaya

utang berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Dari persamaan
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avoidance bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin
besar praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan semakin besar

pula cost of debt yang ditanggungnya atau dalam hal ini akun utang yang
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dimiliki perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan melakukan pinjaman yang
dengan pihak istimewa yang pada akhirnya menambah utang
diperkirakan adanya hubungan dengan Tax Avoidance sehingga hipotesis
yang diajukan sebagai berikut :

H 2 : RPT-Liabilities (RPT-Hutang) berpengaruh secara signifikan

terhadap Tax Avoidance

I1.4.3. Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance

Thin Capitalization adalah suatu skema penghindaran pajak
dengan cara membuat struktur utang jauh lebih besar dari pada modal.
Skema ini muncul akibat adanya aturan dalam ketentuan perpajakan
yang membedakan antara perlakuan bunga sebagai pengembalian
keuntungan atas utang dengan deviden sebagai pengembalian
keuntungan atas investasi saham. (Kurniawan, 2015 :241). Dalam
praktik tersebut dengan mengutamakan pendanaan utang dalam struktur
modalnya, yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga
yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Sedangkan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk

NIVERSITAS
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dividen akan dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan bunga dan dividen
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ini, dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak (tax
avoidance). Semakin tinggi Thin Capitalization maka semakin tinggi
beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba
perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang.
Penelitian yang dilakukan oleh Olivia dan Dwimulyani (2019)
menunjukkan bahwa Thin Capitalization tidak berpengaruh terhadap
Tax Avoidance. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui
pengaruh antar variabel. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis
yang dirumuskan adalah :
H 3 : Thin Capitalization berpengaruh secara signifikan terhadap

Tax Avoidance

I1.4.4. Related Party Transaction-Receivable (RPT-Piutang), Related Party
Transaction-Liabilities ~ (RPT-Hutang) dan  Thin  Capitalization

berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance

Menurut International Financial Statement Standards (IFRS)
dalam International Accounting Standards/IAS pihak berelasi adalah
orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan
keuangannya (disebut sebagai ‘pelapor’) (warsidi.com). Jadi yang
dimaksud dengan related party transaction adalah transaksi transfer
sumber daya, jasa, atau kewajiban antar pihak berelasi, terlepas dari
apakah harga berubah atau tidak. Sedangkan Thin Capitalization adalah

suatu skema penghindaran pajak dengan cara membuat struktur utang
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jauh lebih besar dari pada modal. Kedua praktik tersebut dilakukan oleh
perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Perilaku hubungan Thin Capitalization dan RPT baik secara hutang
maupun piutang dengan melakukan tax avoidance dapat berdampak pada
nilai perusahaan yang nantinya akan merusak citra perusahaan karena
pada akhirnya akan merugikan negara khususnya dalam hal penerimaan.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darma (2019) menunjukkan
bahwa RPT dan Thin Capitalization sekaligus atau secara simultan
berpengaruh terhadap tax avoidance terbukti dengan menggunakan
metode uji statistik F. Oleh sebab itu dengan menggabungkan RPT dan
Thin Capitalization sebagai variabel idependen peneliti ingin mengetahui
apakah kedua variabel tersebut benar sebagai indikator yang dapat
mempengaruhi perusahaan  mengambil keputusan dalam hal tax
avoidance. Maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H 4 : Related Party Transaction-Receivable (RPT-Piutang), Related

Party Transaction-Liabilities (RPT-Hutang) dan  Thin

Capitalization berpengaruh secara signifikan terhadap Tax

Avoidance.

I1.45. Firm Size sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau
memperlemah pengaruh RPT-Receivable, RPT-Liabilities, dan Thin

Capitalization Terhadap Tax Avoidance
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Praktik penghindaran pajak melalui praktik transaksi dengan
pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa di Indonesia melibatkan
banyak perusahaan multinasional yang relatif besar. Fakta ini semakin
menunjukkan bahwa adanya hubungan praktik tax avoidance dengan
perusahaan multinasional yang sebagian besar memiliki nilai aset (firm
size) yang besar. Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya
sebuah perusahaan yang ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total
penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain (Brigham dkk, 2010).
Akan tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan total aset sebagai
alat ukur untuk mengukur ukuran perusahaan. Suatu perusahaan bisa saja
dikatakan sebagai perusahaan besar, jika aset yang dimilikinya besar.
Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa
perusahaan tersebut mampu mencapai tahap kedewasaan dimana dalam
tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki
prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga
mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih
mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang
kecil (Sulistiono, 2010: 53).

Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk
melakukan perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek
akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan (Rodriguez
dan Arias, 2012). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka

perusahaan tersebut akan memiliki aktivitas usaha dan transaksi
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keuangan yang semakin besar yang memberikan berbagai kesempatan
untuk melakukan tax avoidance (Taylor dan Richardson, 2013). Hal ini
disebabkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan besar untuk
melakukan penghindaran pajak lebih rendah karena perusahaan besar
telah mencapai skala ekonomis (Slemrod, 2001). Penelitian (Nugroho
dan Suryarini  2018) membuktikan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap thin capitalization. Perusahaan besar memiliki
rasio DER yang tinggi, sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan
untuk melakukan praktik thin capitalization.

Penelitian ini terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor
dan Richardson (2013) yang memasukkan firm size ke dalam model
regresi sebagai variabel kontrol dan membuktikan bahwa firm size
memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap thin capitalization.
Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Suntari dan Susi (2020)
menemukan bahwa firm size sebagai variabel moderasi berpengaruh
negatif atau tidak dapat memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap
tax aggressiveness.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :
H 5 : Firm Size sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau
memperlemah pengaruh RPT-Receivable, RPT-Liabilities, dan Thin

Capitalization terhadap Tax Avoidance
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111.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini
termasuk penelitian kuantitatif. Sugiyono (2016: 3) menjelaskan bahwa
penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan
pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel
tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan. Selain itu, penelitian ini menggunakan desain = penelitian
explanatory. Menurut Zulganef (2013: 23), bahwa penelitian explanatory
adalah penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang
menjelaskan fenomena tertentu.

Jenis penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif dipilih karena
penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antar
variabel terkait faktor-faktor yang diduga mempengaruhi  tindakan tax
avoidance. Faktor-faktor tersebut diantaranya related party transaction-

receivable, related party transaction-liabilities dan thin capitalization.
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I11.2. Lokasi dan Situs Penelitian

AS

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh dan melihat

IVERSIT

keadaan objek yang diteliti bertujuan untuk memperoleh hasil yang sesuai

dengan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan peneliti di Bursa Efek
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Indonesia pada sektor manufaktur melalui akses data publikasi pada website
resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) untuk menghimpun data laporan
keuangan dan laporan tahunan sektor manufaktur sebanyak 20 perusahaan
manufaktur pada tahun pengamatan yakni dari tahun 2016-2019. Alasan
dipilihnya perusahaan ini dikarenakan aktivitas penjualan dan pembelian pada
perusahaan manufaktur yang dipilih memiliki potensi tinggi dalam
melakukan praktik penghindaran pajak serta munculnya berbagai macam
kasus penghindaran pajak yang menimpa perusahaan di sektor manufaktur.
Lebih lanjut alasan penulis dalam memilih lokasi penelitian di BEI untuk
mengetahui apakah terdapat beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar

di BEI melakukan praktik tax avoidance.

111.3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek
atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk diperlajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016 :38).
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel
dependen dan independen.
111.3.1. Variabel Independen (X)
Variabel Idependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat

(Sugiyono, 2016: 39). Variabel dalam penelitian ini adalah related party
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transaction-Liability, related party transaction-receivable, thin

capitalization, dan variabel moderasi yakni firm size.

Related Party Transaction- Liabilities
Pengukuran Related Party Transaction-Liabilities atau transaksi
hubungan istimewa dengan pinjaman, diukur menggunakan

pengukuran oleh Oktavia, dkk (2012) dengan rumus :

RPT Hutang

SPECLine = Total Aset

Related Party Transaction-Receivable

Pengukuran Related Party Transaction- Receivable yakni transaksi
hubungan istimewa dengan memberikan pinjaman ke pihak
berelasi atau piutang, dapat diukur menggunakan pengukuran oleh

Oktavia, dkk (2012) dengan rumus :

RPT Piutang

SPEC >
173 Total Aset

Thin Capitalization

Variabel ini diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) yaitu
batasan rasio jumlah utang terhadap jumlah modal. Struktur modal
di proksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) yang merupakan
rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini
berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam

(kreditur) dengan pemilik perusahaan. dengan kata lain rasio ini
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= berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang

—

S dijadikan sebagai jaminan utang. Adapun rumus pengukuran Thin
T Iniversi ;

3 Capitalization menggunakan DER (Kurniawan, 2015: 247) adalah :
a2

— DER = Liabiliti.es

Net Equity

111.3.2. Variabel Dependen (Y)

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu usaha
meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang
ada (Mardiasmo, 2013 :9). Penghindaran pajak dapat diukur melalui rasio
pajak suatu negara. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat
dilihat dari rasio pajak (tax ratio) negara Indonesia. Rasio pajak
menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan
pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak.

Terdapat banyak pengukuran dalam mengukur penghindaran pajak.
Hanlon dan Heitzman (2010) telah meringkas dan mendapati 12 variasi
pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak,
beberapa diantaranya adalah Effective Tax Rate (ETR), Cash Effective
Tax Rate (CETR), dan Current Effective Tax Rate (CuETR). Effective
Tax Rate (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif
pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Effective Tax Rate (ETR) adalah
perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.

Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan tarif pajak efektif kas yang

&
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membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak.
CETR menunjukan pajak yang benar-benar telah dibayar. Current

Effective Tax Rate (CuETR) merupakan perbandingan pajak Kini
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perusahaan dengan laba sebelum pajak. CUETR menunjukan besaran
pajak kini terlepas dari pajak tangguhan serta pajak final.

Dari ketiga pengukuran tersebut, peneliti menggunakan ETR yang
diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan tax planning yang
dilakukan untuk melakukan tax avoidance sebagai variabel dependen.
ETR dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang
dihasilkan = oleh perusahaan sehingga Effective Tax Rate (ETR)
merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. ETR
digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas
beban pajak perusahaan, yang dimana variabel idependen dalam
penelitian ini yakni RPT dan thin capitalization berhubungan dengan
pembebanan perusahaan. ETR juga menunjukan semua beban pajak yang
harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang atau
manfaat pajak tangguhan. ETR digunakan karena dalam penghindaran
pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi beban
pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan. Hasil
rasio jika menunjukan dibawah 25% akan mengakibatkan adanya
indikasi bahwa objek melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR, seperti
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Hanlon, & Maydew (2008), dan Chen et al. (2010). Pengukuran yang
dilakukan dalam penelitian Hanlon (2005), Graham & Tucker (2006),

Dyreng, Hanlon, & Maydew (2008), dan Chen et al. (2010) menyatakan
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bahwa ETR merupakan salah satu pengukur tax avoidance. Berikut ini
adalah rumus ETR :

ETR= Tax Expensei,t

Pretax Income i, t

Keterangan :

1. Cash tax paid adalah beban pajak penghasilan yang dibayarkan
perusahaan i untuk membayar pajak pada tahun t berdasarkan
laporan keungan perusahaan.

2. Pre tax Income adalah pendapatan sebelum pajak untuk
perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan

perusahaan.

111.3.3. Variabel Moderasi

Variabel Moderasi mempunyai pengaruh (memperkuat dan
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memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen (Sugiyono, 2014 :83). Penelitian ini menggunakan variabel
moderasi karena hasil analisis lebih menjelaskan fenomena dengan
optimal, selain itu juga analisis akan memiliki kekuatan statistik yang

lebih tinggi dikarenakan variabel ini dapat menspesfisikasikan bentuk
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dan atau besaran hubungan antara variabel predictor (variabel
independen) dan criteria (variabel dependen). (Ghozali, 2018 :221).

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel moderasi yang
digunakan yaitu ukurannya perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan
besarnya ukuran sebuah perusahaan yang diukur berdasarkan total dari
logaritma natural atas total asset. Dalam penelitian ini, total aset
digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan yang diukur dengan
menggunakan logaritma natural dari total aset. Pada perusahaan yang
memiliki total aset yang besar dan mampu mengelolanya secara efisien,
maka kesempatan bagi perusahaan untuk menciptakan kinerja yang lebih
baik akan semakin besar dan berupaya untuk melakukan manajemen
perpajakan dengan berbagai praktik untuk mendapatkan keuntungan
sebesar-besarnya bagi perusahaan. Adapun rumus firm size sebagai
berikut :

Firm Size (Ukuran perusahaan) = Log natural (total asset)

I11.4. Jenis dan Sumber Data

111.4.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu data
gabungan dari time series dan cross section. Menurut Endri (2011) data
panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data
silang (cross section). Data time series biasanya meliputi satu objek atau

individu (misalnya harga saham, kurs mata uang, SBI, atau tingkat
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inflasi), tetapi meliputi beberapa periode (bisa harian, bulanan, kuartalan,
atau tahunan). Data cross section terdiri dari beberapa atau banyak objek,
sering disebut responden (misalnya perusahaan) dengan beberapa jenis
data dalam suatu periode waktu tertentu. Secara sederhana konsep dari
data panel adalah gabungan dari time series dan cross section. Dikatakan
data gabungan karena data ini terdiri atas beberapa objek/sub objek
dalam beberapa periode waktu.

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan
data panel. Pertama, data panel mampu menyediakan data yang lebih
banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar.
Kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan cross section
dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan
variabel (ommited-variable). (Endri : 2011). Sedangkan sumber data
menggunakan data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh

dari pihak lain atau informasi yang telah ada.

111.4.2. Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah, sehingga
menghasilkan informasi atau keterangan, baik secara kualitatif maupun
kuantitatif, yang menunjukkan fakta. Data juga merupakan kumpulan
fakta, angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya,
sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.

(Siregar, 2017 :37).
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Data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau
situs Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id). Studi dokumenter
yang dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan tahunan
perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun

2016-2019.

111.5. Populasi dan Sampel

111.5.1. Populasi

Sugiyono (2016 :80) mengartikan bahwa populasi sebagai wilayah
generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian di tarik kesimpulannya. Penelitian ini dilakukan untuk
meneliti apakah related party transaction dan thin capitalization
mempengaruhi keputusan perusahaan manufaktur dalam melakukan
praktik tax avoidance dilihat dari laporan keuangan tahunan yang
terdaftar di BEI periode 2016-2019. Dengan demikian, yang akan
menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2016-2019.

111.5.2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari lebih lanjut. Peneliti menggunakan teknik purposive

sampling dalam penetapan sampel. Menurut Sugiyono (2016 :96)


http://www.idx.co.id/
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pengertian purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan

berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria

penetapan sample sebagai berikut :

a. Rutin menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember pada tahun

2016-2019;

b. Mempublikasikan laporan keuangannya dengan menggunakan

satuan mata uang Rupiah;

c. Tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan selama tahun

2016-2019 karena dapat menyebabkan distorsi;

d. Perusahaan manufaktur dengan laporan keuangan yang berakhir

pada tanggal 31 Desember;

e. Memiliki transaksi hutang piutang dengan pihak berelasi selama

tahun 2016-2019;

Tabel 3. 1. Prosedur Pemilihan Sampel

dalam kurun waktu 2016-2019

No Kriteria Sampel Jumlah
Perusahaan

1 | Perusahaan manufaktur telah terdaftar pada 157
Bursa Efek Indonesia dari periode 31
Desember 2016 sampai dengan 31 Desember
2019

2 | Perusahaan yang baru listing dan delisting (20)
selama periode penelitian

3 | Tidak rutin menerbitkan laporan keuangan (27)
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4 | Perusahaan yang memiliki laporan keuangan (29)
selain IDR

5 | Mengalami kerugian dalam laporan keuangan (19)
pada tahun 2016-2019

4 | Perusahaan manufaktur dengan laporan (11)

keuangan yang tidak berakhir pada tanggal 31

Desember

5 | Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki (31)
transaksi hutang piutang dengan pihak berelasi
selama tahun 2016-2019

6 | Perusahaan yang memenuhi kriteria 20
7 | Periode Penelitian 4 Tahun (2016-2019) 4

8 | Jumlah sampel dalam periode penelitian 80
9 | Jumlah data outlier (12)
10 | Jumlah keseluruhan sampel penelitian 68

Sumber : Data diolah oleh Penulis, 2020

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti
menggunakan metode purposive sampling yakni penentuan metode
sampel dengan menetapkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016 :96).
Terdapat sebanyak 20 perusahaan sektor manufaktur yang memenuhi
kriteria. Jumlah sampel dalam periode penelitian adalah 80 dengan
periode pengamatan selama 4 tahun, yaitu tahun 2016-2019. Adapun
karena adanya data outlier sebanyak 12 maka jumlah keseluruhan sampel
dalam penelitian sebanyak 68 data laporan keuangan perusahaan
manufaktur. Alasan dilakukannya metode outlier pada 12 sampel

penelitian yang bersangkutan karena pada saat dilakukannya analisis data
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menggunakan SPSS 25.0 ditemukan nilai ekstrim yang melebihi rata-rata
sehingga data penelitian tidak dapat berdistribusi secara normal. Menurut
Ghozali (2018 :40) terdapat beberapa data atau kasus yang memiliki
karakteristik unik dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-
observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrem baik untuk
sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi sehingga diharuskan
dilakukannya metode Outlier. Adapun data tesebut dinyatakan outlier
menurut Hair (1998) dalam Ghozali (2018: 40) bahwa untuk kasus
sampel kecil yang bernilai kurang dari 80, maka standar skor dengan
nilai lebih besar dari 2.5 dinyatakan outlier. Untuk sampel besar standar
skor dinyatakan outlier jika nilainya pada Kkisaran 3 sampai 4. Jika
standar skor tidak digunakan, maka dapat menentukan data outlier jika
data tersebut nilainya lebih besar dari 2.5 standar deviasi atau antara 3

sampai 4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel penelitian.

111.6. Metode Analisis Data
Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan bagian dari langkah
terpenting untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data merupakan suatu
kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Metode analisis
data adalah suatu teknik atau prosedur yang dipakai untuk menjawab
rumusan masalah yaitu dengan menguji hipotesis yang telah diajukan.

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik.
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Statistika adalah serangkaian metode yang dipakai untuk mengumpulkan,
menganalisa menyajikan, dan memberi makna data.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan untuk menguji
pengaruh RPT-liability, RPT-receivable, Thin Capitalization terhadap Tax
Avoidance baik secara simultan maupun parsial, dengan firm size sebagai
pemoderasi digunakan analisis statistik regresi linier berganda.

Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; pengujian
statistik deskriptif, uji asumsi Klasik, uji analisis regresi linier berganda, dan
pengujian  hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan alat bantu
perangkat lunak pengolah data statistik menggunakan Statistical Package
for Social Science (SPSS) versi 25.0 for windows. SPSS adalah software
yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik
baik untuk statistik parametik maupun non-parametrik dengan basis

windows. (Ghozali, 2018 :15).

111.6.1. Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau
deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi,
variasi, maksimum, minimum, sum, range, Kkurtosis dan skewness
(Ghozali, 2018: 19). Uji statistik dalam analisis deskriptif bertujuan
untuk menguji hipotesis (pernyataan sementara) dari peneliti yang
bersifat deskriptif. Penerapan jenis uji statistik untuk penelitian yang

bersifat deskriptif sangat tergantung dari jenis data penelitian atau
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variabel berdasarkan skala pengukurannya, yaitu nominal, ordinal, dan
interval/rasio. (Siregar, 2017 :142). Statistik deskriptif ini menyajikan

angka numerik yang sangat berguna bagi data dan sampel. Angka
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numerik ini merupakan suatu hasil dari penyederhanaan data menjadi
ringkas dan jelas sehingga mempermudah penafsiran data.
111.6.2. Uji Asumsi Klasik
Untuk memperoleh hasil pengujian yang baik maka semua data
yang dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak
melanggar asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian
hipotesis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan  serta
menghasilkan model regresi yang signifikan dan representatif. Asumsi
klasik yang diuji yaitu :
111.6.2.1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam
model regresi variabel pengganggu (residual) terdistribusi secara
normal. Menurut Ghozali (2018: 161), regresi yang baik memiliki
distribusi data normal atau mendekati normal. Tujuan dilakukannya
uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui
apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Data yang
terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya
bias. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji

statistik berjenis parametik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi
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normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik. (Siregar, 2017
:153).

Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menguji
normalitas data, yakni metode Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S)
dan uji normalitas data secara manual (Siregar, 2017 :153). Adapun
metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode
Kolmogorov-Smirnov — (Uji~ K-S).  Prinsip  kerja metode
Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) dengan membandingkan frekuensi
kumulatif distribusi teoretik dengan frekuensi kumulatif distribusi
empirik (observasi). Seperti diketahui bahwa uji t dan f
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal,
kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid

untuk jumlah sampel kecil. (Ghozali, 2018 :161).

111.6.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.
Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini
tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang
nilai korlasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali,
2016 :103). Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai
tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), dengan dasar

pengambilan keputusan sebagai berikut :
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1) Jika nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai VIF dibawah
10, maka tidak terjadi masalah multikolinieritas.

2) Jika nilai tolerance tidak mendekati angka 1 dan nilai VIF
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diatas 10, maka terjadi masalah multikolinieritas.
111.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
heteroskedastisitas. “Model regresi yang baik adalah yang
heteroskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas”
Ghozali (2018 :137).

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas
dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati garis scatterplot
melalui SPSS. Selain menggunakan grafik scatterplot dapat juga
menggunakan uji glejser. Uji glejser mengusulkan untuk meregresi
nilai absolut residual terhadap variabel dependen (Gujarati, 2003
dalam  (Ghozali 2018 :142). Indikator ada tidaknya
heteroskedastisitas  dalam uji ini  yaitu jika probabilitas
signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% maka dapat
disimpulkan ~ model  regresi  tidak  mengandung adanya

heteroskedastisitas.
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111.6.2.4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada
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periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1
(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah model regresi yang
terbebas dari autokorelasi. Pengujian Durbin-Watson dilakukan
untuk melihat ada tidaknya autokorelasi. Jika Du < d < 4-dU
terpenuhi maka dapat dikatakan data terbebas dari masalah

autokorelasi (Ghozali, 2018 :112).

111.7. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji - pengaruh
variabel idependen terhadap variabel dependen bila jumlah variabel
dependen lebih dari satu. Secara umum analisis ini digunakan untuk
meneliti pengaruh dari beberapa variabel independen (variabel X)
terhadap variabel dependen (variabel Y). Pada regresi berganda variabel
independen (variabel X) ya